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MUHAMMAD NUR FADLI IMRAN (B111 12 913). Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata tajam Tanpa Izin (Studi 
Kasus Putusan No. 697/Pid.B/2015/PN.Mks.) dibawah bimbingan 
Muhadar selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
Hukum Pidana pada Putusan No. 697/Pid.B/2015/PN.Mks. dan 
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. 
Atas Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin. 
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus 
Putusan No. 697/Pid.B/2015/PN.Mks.)”. maka penulis melakukan penelitian 
di kantor Pengadilan Negeri Makassar, serta penelitian kepustakaan 
dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan 
dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa, 
Penerapan Hukum Pidana Pada Putusan No.697/Pid.B/2015/PN.Mks.pada 
kedua putusan telah sesuai dengan penerapan hukum pidana dan 
memenuhi unsur pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pidana  dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 
Tahun 1951. Dan juga Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks telah tepat dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, serta adanya pertimbangan-
pertimbangan yuridis, non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa dan memperhatikan Undang-undang yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan suatu hal yang telah terjadi sejak dahulu kala. 
Hampir setiap sisi dari kehidupan manusia berpotensi mengalami 
kejahatan. Meskipun  diketahui bahwa kejahatan tidak akan  pernah tuntas 
diberantas, manusia tetap sadar bahwa ditetap diperlukan berbagai usaha 
untuk meminimalisir dan mengamankan hidup dan kehidupan manusia dari 
kejahatan. Sebab kejahatan merupakan tindakan yang merugikan bagi 
sesama manusia. Berangkat dari hal itu, para peneliti pencegahan 
kejahatan secara tradisional telah berusaha mendefinisikan strategi- 
strategi yang akan mencegah individu terlibat di dalam kejahatan atau 
merehabilitasi mereka sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan 
kejahatan. Pada tahun-tahun terakhir ini, upaya-upaya pencegahan 
kejahatan seringkali terfokus kepada menghilangkan tingginya tingkat 
pelanggar atau pelanggar yang berbahaya sehingga mereka tidak bebas 
untuk memangsa warganegara yang taat pada hukum.1 
Kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar 
hukum, atau melanggar undang-undang, yang dapat merugikan 
masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi 
kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang dibuat 
                                                 
1 M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan 
Menuju Pada Konteks Kejahatan, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III, 
Jakarta: Universitas Indonesia. hal. 1. 
setiap tahun tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum. 
Korban kejahatan selain mengalami kerugian perekonomian juga 
mengalami keugian kesusilaan dan kesusahan. Perubahan besar dalam 
perkembangan kejahatan di Indonesia mulai tampak setelah dimulainya 
pembangunan lima tahun diseluruh daerah propinsi Indonesia. 
Perkembangan kota-kota besar merupakan daya tarik arus urbanisasi dari 
desa ke kota yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan 
kemiskinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan dimana- mana. 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai 
macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-
bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan 
oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.Berdasarkan 
sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi- kondisi dan proses-proses 
sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku perilaku sosial lainnya. 
Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua 
kesimpulan, yaitu tedapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan 
variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. 
Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-
bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. 
Maka, angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan 
masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan 
kondisi-kondisi dan proses-proses misalnya, gerak sosial, persaingan serta 
pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi, dan 
seterusnya. 
Namun Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, 
menyatakan suatu perbuatan mungkin merupakan suatu delik di suatu 
komunitas masyarakat, namun tidak demikian dalam komunitas 
masyarakat yang lain karena perbedaan nilai moral yang dianut oleh 
masing-masing komunitas. Dan oleh karena suatu perbuatan dapat 
dikatakan sebagai suatu delik hanya ketika telah dilekati oleh sanksi hukum 
oleh Undang-Undang, maka semua delik adalah mala prohibita. Dengan 
kata lain, suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat 
menurut hati nurani seseorang (mala in se) tetaplah bukan merupakan 
delik, jika atasnya tidak dilekati sanksi (hukuman/pidana)2 
Salah satu bentuk kejahatan yang juga telah diakomodir dalam 
peraturan perundang-undangan ialah kejahatan membawa senjata tajam 
tanpa izin. Pada zaman dahulu membawa senjata tajam bukanlah 
merupakan suatu kejahatan, sebab membawa senjata tajam hanya 
dianggap sebagai bentuk dari perlindungan diri dari kejahatan yang 
mungkin terjadi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, 
terbentuknya negara dilandasi salah satunya untuk melindungi warganya. 
Hadirnya negara sebagai eksistensi resmi yang wajib melindungi warganya 
telah merubah berbagai sudut pandang terhadap suatu hal, termasuk 
                                                 
2 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: 
Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006, hal. 28.  
kegiatan membawa senjata tajam. Senjata tajam yang tidak hanya dapat 
digunakan sebagai alat untuk melindungi diri, namun juga dapat digunakan 
untuk melakukan suatu tindak kejahatan terhadap orang lain. Untuk itu 
negara mengatur bahwa membawa senjata tajam untuk melindungi diri 
tidak lagi diperbolehkan tanpa adanya izin yang resmi.  
Senjata tajam merupakan suatu alat perpanjangan tangan manusia 
yang dalam hal inidapat membantu seseorang dalam mengerjakan suatu 
hal. Dalam  perkembangannya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-
kebudayaanyang ada di berbagai daerah di Indonesia yang berfungsi 
sebagai alat pertanian, alat dapur, hingga benda pusaka. 
Kebiasaan masyarakat indonesia dalam membawa senjata tajam 
bukanlah merupakan hal yang baru. Bahkan di Sulawesi Selatan pun hal ini 
telah menjadi kebiasaan yang sangat biasa kita jumpai. Mengingat 
masyarakat yang masih menjunjung kebiasaan adat dan kebiasaan lama 
yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya terlepas dari rasa perlunya 
membawa senjata tajam untuk kepentingan diri sendiri. 
Kebiasaan ini memiliki dampak negatif yang tanpa disadari dapat 
membuat orang yang membawa senjata tajam tersebut berurusan dengan 
aparat kepolisian. Karena dalam membawa senjata tajam, selain untuk 
kepentingan diri sendiri, juga untuk kepentingan lain seperti digunakan 
untuk bergaya hingga digunakan untuk merampok hingga membunuh 
seseorang. 
Dalam hukum. Kepemilikan senjata tajam diatur dalam ketentuan 
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 
Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinge” 
(stbl.1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 
Tahun 1948 Pada Pasal 2 ketentuana tersebut menyebutkan bahwa : 
a. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengankut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
(sleg-, steek-, ofstoot wapen) dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 
b. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau 
senjata penusuk dalam Pasal ini tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan 
guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau 
untuk melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata 
mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 
atau barang ajib (merkwaardigheid) 
Namun tak jarang dari beberapa alasan membawa senjata tajam 
yang dilakukan masyarakat seperti utuk menjaga kebiasaan adat dan 
kebiasaan masyarakat, juga untuk mempertahankan diri. Terdapat juga 
kasus kepemilikan senjata tajam yang dipergunakan tidak semustinya 
seperti pada studi kasus Pengadilan Putusan Nomor 
697/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dimana seorang warga sipil yang membawa 
senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri 
Makassar. Ditemukan sejumlah kasus yang serupa dengan Putusan Nomor 
697/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dianggap meresahkan masyarakat dan 
terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk“ 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 
12 Tahun 1951 Jo. LN No. 78 Tahun 1951. Juga ditemukannya sejumlah 
barang bukti berupa dua buah anak panah dan sebuah ketapel yang 
merupakan senjata tajam. 
Berdasarkan faktor tersebut maka penulis terdorong membuat kajian 
mendalam tentang pembawaan senjata tajam tanpa izin dalam bentuk 
skripsi yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membawa 





B. Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
1. Penerapan Hukum Pidana Pada Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. Atas Tindak Pidana Membawa 
Senjata Tajam Tanpa izin. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan delik pada Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. 
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
No. 697/Pid.B/2015/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan diskusi 
tentang tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, serta 
penerapan delik dalam tindak pidana tersebut juga menjadi 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku. 
2. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada penegak 
hukum dalam menangani kasus tindak pidana membawa senjata 










A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Khusus dalam kajian ini penulis lebih suka menggunakan istilah 
tindak pidana dalam memberikan istilah terhadap strafbaar feit, karena di 
Indonesia saat ini para perumus undang-undang juga menggunakan istilah 
tindak pidana, jadi hal ini juga memudahkan penulis dalam pengkajian ini. 
 
Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Simons adalah3.: 
 
kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum 
yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab, sehingga Jongkers dan Utrecht menilai 
rumusan Simons tersebut sebagai rumusan yang paling lengkap dalam 
memberikan depenisi terhadap strafbaar feit atau tindak pidana 
 
 
Berdasarkan  pandangan  Simons  dalam  memberikan  pengertian 
 
mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka rumusan tersebut meliputi: 
 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 




                                                 
3 Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Yarsif Watampone. 
 
Selanjutnya  rumusan  tindak pidana  menurut  Van  Hamel   
adalah4  :  
kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan. Selanjutnya menurut Vos tindak pidana adalah suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana”. 
 
Menurut Tongat, mengemukakan bahwa5 : 
 
a. Istilah tindak pidana, delict dan perbuatan pidana banyak digunakan 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut 
antara lain :  
b. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-
undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya Pasal 14 
c. Perbuatan  pidana,  istilah  ini  digunakan  dalam  Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk 
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan 
Sipil  
d. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-
Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen.  
e. Hal yang diancam hukum istilah ini digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan.  
f. Sedangkan istilah tindak pidana digunakan dalam berbagai 
perundang-undangan seperti Undang-undang No. 7 Tahun 1953 
tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1964 tentang Pemasyarakatan Terpidana. 
 
Pompe bahwa perkataan strafbaarfeit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai, Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang 
dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana 
                                                 
4 Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya 
Paramita. 
5 Tongat, 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
UMM Pres, Bandung 
penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya 
tertib hukum dan kepentingan umum6. 
 
Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa7: 
 
strafbaar feit adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
 
Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana 
atau delik sebagai berikut8 : 
Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut 
dengan delik. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana 
adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga 
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau 
menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat 
yang diangap adil dan baik. 
 
 
2.  Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam 
 
Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, 
maka yang pertama disebutkan adalah tindakan manusia, yang dengan 
tindakan itu seseorang melakukan yang tidak diperbolehkan oleh undang-
undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
                                                 
6 P.  A.  F. Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia,  Armico,  Bandung,1984 
7 Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta 
 
8 Roeslan Saleh. 1983, Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, Bina Aksara, 
Jakarta, hal 13. 
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif 
adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan yang dimana 
tindakan dari sipelaku harus dilakukan9. 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :  
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan,pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah :  
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalanya keadaan sebagai pegawai negeri 
didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas 
didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Menurut Moeljatno mengenai unsur tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa 
melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh 
masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan 
                                                 
9 P.A.F Lamintang, SH. 1997, Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. PT. Citra 
Aditya Bakti, Hal 193. 
oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut moeljatno dapat diketahui 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut10 : 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang; 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum ( melawan hukum); 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan; 
5. Perbuatan itu arus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
  
Hal ini dapat memberikan manfaat dalam penggunaan hukum 
pidana. Sebab, pada hakikatnya penentuan unsur-unsur dalam rumusan 
delik hanya berlaku pada umumnya saja. 
Pada khususnya, pemberian arti tersendiri kepada kualifikasi 
berdasarkan atas alasan-alasan rasional, dapat mencegah suatu tindak 
pidana pada perbuatan yang tidak dimaksudkan, yang meskipun perbuatan 
telah memenuhi unsur delik, tetapi dapat dimasukkan dalam kualifikasi, 
dengan alasan bahwa perbuatan itu dem wesem nach (menurut hakikatnya 
tidak termasuk pada kualifikasi tersebut), tidak dengan alasan yang 
rasional, tetapi hanya dengan perasaan saja. 
Dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere 
Strafbepalinge” (stbl.1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia 
                                                 
10Amir Ilyas,2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education & PuKAP-Indonesia, 
Makassar, hlm 47-48. 
dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Pada Pasal 2 tentang senjata tajam, terdapat 
dalam ketentuan diatas dijelaskan11 : 
1. Barang siapa 
2. Yang tanpa hak 
3. Memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba 
memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengankut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk (sleg-, steek-, ofstoot wapen). 
 
Namun dalam Pasal ini dalam hal senjata pemukul, penikam dan 
penusuk, dikecualikan barang –barang yang digunakan untuk pertanian 
atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan 
sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. 
 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan atas Suatu 
Tindak Pidana 
 
1.  Faktor Yuridis 
 
1)  Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana 
 
Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah 
Pasal-Pasal penerapan hukum, Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan 
terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang mengformulasikan 
sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-
                                                 
11 Andi Hamzah. 1995, Delik-delik tersebar di luar KUHP, dengan komentar,PT Pradnya 
Paramita, Jakarta hlm. 8 
Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh 
hakim. Sesuai ketentuan Pasal 197 butir e KUHAP bahwa : 
 
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
 
Dalam praktek persidangan , Pasal peraturan hukum pidana selalu
 dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut 
umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa 
melalui alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan  tentang apakah 
perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur  yang dirumuskan 
dalam Pasal peraturan hukum pidana tersebut.”12 
 
2) Dakwaan jaksa penuntut umum 
 
Dalam Pasal 142 ayat 2 KUHAP berbunyi : 
 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi:  
a. nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka;  
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak 
pidana itu dilakukan. 
 
Seperti penjelasan di atas, dakwaan merupakan dasar hukum acara 
pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, 
dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak 
                                                 
12 www.legalitas.org diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 18:37 Wita. 
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tanggalnya juga 
tempat kejadian.  
 
Perumusan dakwaan didasarkaan kepada hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang disusun secara tunggal, komulatif, alternatif ataupun 
subsidair, dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih 
mungkin melakukan satu perbuatan pidana saja, dakwaan kumulatif 
disusun apabila terdapat lebih dari satu tuduhan tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang atau lebih terdakwanya. Dakwaan alternatif disusun 
apabila penuntut umum mulai ragu untuk menentukan peraturan hukum 
pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan pidana, dalam 
prakteknya dakwaan ini tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair yakni 
tersusun secara primair dan subsidair. 
 
3) Keterangan terdakwa 
 
Menurut ketentuan  Pasal 189  KUHAP bahwa : 
 
a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri.  
b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya.  
c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
d) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain. 
 
 
Dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam 
bentuk pengakuan atau penolakan, sebagian atau keseluruhan terhadap 
dakwaan penuntut umum,  keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan 
jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan penuntut umum, hakim 
maupun penasihat hukum terdakwa. 
KUHAP  menggunakan  istilah  “keterangan  terdakwa”,  bukan istilah 
“pengakuan terdakwa” seperti dalam HIR , istilah keterangan terdakwa  
dapat  meliputi  keterangan  yang  berupa  penolakan  atau pengakuan atas 
semua yang didakwakan kepadanya. 
4) Keterangan saksi 
 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi, keterangan saksi dapat 
dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu relevan dengan 
suatu peristiwa pidana tentang apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri 
dan harus disampaikan didalam sidang yang terbuka13. 
Pasal 185 KUHAP berbunyi : 
 
a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 
sidang pengadilan.  
b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.  
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.  
d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang 
sah apabila keterangan saksi itu ada  
.hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga 
dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.  
e. Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi.  
f. Dalam  menilai  kebenaran  keterangan  seorang  saksi,  hakim  
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan. 
 
                                                 
13 Silaban. 1997. Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana.. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta. 
a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;  
c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu;  
d) Cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya.  
e) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 
dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 
 
5) Barang-barang bukti 
 
Barda Nawawi Arief dan Muladi memaparkan bahwa14: 
barang-barang bukti disini adalah semua yang dapat dikemukakan, 
dikenakan penyitaan dan dapat diajukan kedepan persidangan, yang 
meliputi :  
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan 
tindak pidana;  
b. Benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana;  
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
 
Benda-benda sebagai barang bukti di atas tidak dimasukkan sebagai 
alat bukti, sebab undang-undang hanya menetapkan lima kategori alat bukti 
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa . 
Adanya barang bukti dipersidangan yang terungkap dipersidangan 
akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan 
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yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa maupun 
saksi. 
2.  Dasar Peniadaan, Peringanan dan Pemberatan Pidana 
1). Peniadaan Pidana 
Suatu dasar peniadaan pidana pada hakikatnya ini adalah 
pemakaian prinsip umum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, 
walaupun memenuhi unsur syarat rumusan delik. Jika tidak ada hal 
melawan hukum materil. Dengan demikian ada beberapa peristiwa dimana 
pada rumusan delik ditambahkan suatu dasar penghapusan pidana khusus 
yang biasanya merupakan pemakaian dari dasar penghapusan pidana 
yang lebih umum.15 
 Dasar peniadaaan pidana (strafuitluitingsgronden) harus dibedakan 
dengan dasar penghapusan penuntutan (verval van recht tot 
strafvordering). Yang pertama ditetapkan hakim dengan menyatakan sifat 
melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, 
karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan 
perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut 
jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan 
pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan 
penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa karena adanya 
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ketentuan undang-undang. Dalam KUHP, Peniadaan Pidana ini diatur 
dalam Pasal 44,48-51 KUHP. 
2). Peringanan Pidana 
 Pasal 45 KUHP, memberikan kewenangan kepada hakim untuk 
memilih tindakan dan pemudanaan terhadap kanak-kanak yang belum 
mencapai usia 16 tahun, yaitu: mengembalikan kanak-kanak kepada orang 
tuanya  atau walinya tanpa dijatuhi pidana; atau memerintahkan supaya 
anak-anak itu di berikan kepada pemerintah tanpa di piodana tanpa sarat 
sarat tertentu; ataupun hakim menjatuhkan pidana. 
3). Pemberatan Pidana 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga unsur 
yang dapat memberatkan suatu pidana yaitu : 
a. Recidive atau Pengulangan tindak pidana. Ancaman pidananya 
ditambah 1/3, diatur dalam Pasal. 486,487 dan 488.  
b. Pada waktu melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan 
yang diperoleh karena jabatan (abuse of power), Pasal. 52 KUHP . 
c. Pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan bendera 
kebangsaan, pasal 52a KUHP (ditambahkan dalam KUHP berdasarkan 






3.  Faktor Non Yuridis 
Menurut Rusli Muhammad, selain faktor yuridis, dalam 
menjatuhkan putusan, hakim seyogyanya juga mempertimbangkan faktor 
non yuridis16 
1)  Latar belakang perbuatan terdakwa 
 
Latar  belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap tindakan 
yang menyebabkan timbulnya dorongan atau keinginan keras pada diri 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seperti keadaan 
ekonomi dan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun 
orang lain juga merupakan keadaan yang dapat mendorong terdakwa 
melakukan perbuatan kriminal.  
 
2)  Akibat perbuatan terdakwa 
 
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti 
membawa korban maupun kerugian pada pihak lain, pada perbuatan 
pidana seperti pembunuhan misalnya, akibat yang ditimbulkan adalah 
matinya seseorang, selain itu, akan lebih berakibat buruk bagi keluarga 
korban apalagi bila korban meninggal tersebut adalah tulang punggung 
keluarga termasuk pula pada tindak kejahatan lainnya, seperti 
pemerkosaan, narkotika, terorisme dan tentu saja korupsi yang berdampak 
bagi masyarakat luas, bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan 
yang dilakukannya tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada 
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Persada. Jakarta, Hal.124 
masyarakaat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman masyarakat 
terancam. 
 
3)  Kondisi diri terdakwa 
 
Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan 
fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula 
status sosial yang melekat pada dirinya. keadaaan fisik dimaksudkan 
adalah usia, tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan 
adalah berkaitan dengan perasaan, yaitu keadaan atau emosi terdakwa 
pada saat kejahatan tersebut dilakukan seperti rasa marah, perasaan 
dendam, mendapatkan ancaman, atau tekanan dari orang lain.  
4)  Keadaan sosial ekonomi terdakwa 
 
Dalam KUHAP maupun dalam KUHP sendiri tidak ada satu aturan 
pun yang memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus 
dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan , hal ini berbeda dengan 
konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman 
pemidanaan yang harus mempertimbangkan konsep ini. 
Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pengambilan 
putusan, hakim wajib mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan 
dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidaana, sikap batin 
pembuat, riwayat hidup dan juga keadaan sosial ekonomi, sikap dan 
tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana 
terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
Berdasarkan konsep KUHP itu salah satu yang harus 
dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa 
adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan 
biaya hidupnya, ketentuan itu jelas belum mengikat pengadilan sebab 
masih dalam konsep namun meski demikian, jelas bahwa kondisi ekonomi 
dan sosial patut untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap 
dipersidangan. 
C. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan 
 
Sudarto mengemukakan bahwa : Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana eks WvS Belanda (wetbock van strafrecht voor Nederlandsch Indie) 
hanya memberikan istilah tindak pidana yaitu strafbaar feit dan delict. 
Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 
sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan 
perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti 
perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan perbuatan 
yang dapat dikenakan hukum17. 
 
Kemudian Said Imran mengemukakan bahwa : pidana dalam 
hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, 
                                                 
17 Soedarto. 1986. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dalam Simposium 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung, Hal. 13 
yang apabila dilaksanakn tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa 
tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Mencantumkan 
pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan 
untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara 
juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk 
melanggar hukum pidana18. 
Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi 
Arief menyatakan sebagai berikut19. 
 
a) Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat 
hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.  
(The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the 
foresseable future, get along without it);  
b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, 
yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya 
besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari 
bahaya. (Thecriminal sanction is the best available divice we have 
for dealing with gross and immediate harms ang threats of harm); 
 
c) Sanksi pidana merupakan “penjamin utama/terbaik” dan suatu ketika 
merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia 
merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, 
manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once 
prime guarantor and prime theatener of human freedom, used 
providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and 
coercively, it is theatener). 
 
 
Secara logis-rasional dalam proses penyelesaian kasus-kasus 
hukum, setiap kasus akan dipertimbangkan berdasarkan kerangka logika 
                                                 
18 Said Imran. 2007. Administrasi Peradilan Pidana Indonesia. Bina Cipta. 
Bandung, Hal 61. 
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, 
Bandung, Hal 19. 
yang umum serta yang khusus. Dengan kerangka logika yang umum 
dimaksudkan bahwa hukum (pidana) memiliki kerangka yang jelas sebagai 
premise mayor dalam menghadapi kasus-kasus kongkrit. Adapun kerangka 
logika yang khusus ialah struktur logis dari masing-masing kasus dan 
bersifat spesifik, yang dalam proses silogisme merupakan premis minor. 
Adapun kerangka logika kasus yang khusus tersebut berpangkal pada 
aksioma filsafati, bahwa secara universal tiada dua hal (fakta) yang identik 
sama. 
 
Dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada 
dua kasus yang identik sama, sehingga setiap kasus harus 
dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. 
Dengan demikian dalam mekanisme operasionalnya, masing-masing 
kasus akan diselesaikan secara kontekstual. Berdasarkan kerangka 
berpikir demikian maka terjadilah disparitas pidana dan pemidanaan 
merupakan suatu kewajaran sebagai realitas yang terjadi secara alamiah. 
 
Dengan memperhatikan kerangka dasar silogisme proses 
penyelesaian suatu kasus hukum (pidana), maka ternyata bahwa 
keputusan yang dihasilkan atas suatu hukum merupakan resultante dari 
sejumlah faktor yang berpengaruh pada proses penyelesaian suatu 
perkara. 
Dalam hal ini, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Lima faktor 
yang memberikan pengaruh pada mekanisme penegakan Hukum20. 
                                                 
20 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada  
1. Faktor hukumnya sendiri 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yag membentuk dan 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya ciptaan dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 
 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 
dilakukan,  serta  beroperasi  melalui  orang  yang  memperhatikan  batas 
antara  perbuatan  yang  menurut  hukum dan  perbuatan  yang  melawan 
hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja kepada orang yang  
nyata-nyata  berbuat  melawan  hukum  melainkan  juga  perbuatan 
melawan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan 
negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem  pekerjanya hukum yang 
demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. 
 
1.  Teori Pemidanaan 
 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu 
tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal 
bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung kosekuensi positif 
bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan 
karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa21. 
                                                 
Media. Hal. 4. 
21 Amir Ilyas, 2012, Op.Cit., Hal. 95 
 Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk 
menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan 
sebenarnya untuk pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan 
besar yaitu22: 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). 
Teori ini yang menganggap sebagai dasar hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding). Menurut 
Immanuel Kant pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum 
adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman 
mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana 
mutlak dijatuhkan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart Bahwa: 
Apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat 
dapat dicapai , maka dari sudut aethesthica harus dibalas dengan 
penjatuhan pidana yang setimpal pada pelakunya. 
 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum 
dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena 
pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan 
lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan 
ketertiban masyarakat (de handhaving dr maatshappeljikeorde) 
                                                 
22 Ibid. Hal.97-98. 
Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu Prevensi Khusus dan 
Prevensi Umum. Prevensi Khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 
melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku 
terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. 
Teori  yang dimaksudkan dalam Prevensi Umum yang dituliskan 
oleh Lamintang seperti berikut:  
1) Teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk 
membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak 
melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran 
terhadap kaidah hukum pidana. 
2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah 
diperkenalkan oleh Anslm Feurbach. Menurutnya ancaman 
hukuman itu harus dapat mencegah niat seseorang untuk 
melakukan tindak pidana, dalam arti apabila seseorang 
melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, 
maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk 
melakukan kejahatan. 
c.  Teori Gabungan (vereniginngstheorien) 
 
Dalam teori ini, orientasi pelanggaran hukum pidana ditujukan pada 
orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi 
doktrin free will, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normatif-
empirik. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas 
dendam dan bertujuan, pidana merupakan pilihan pertanggungjawaban. 
pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang 
meringankan (eksternal-internal). Pertanggungan jawab seseorang 
berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si 
pembuat. Kalau digunakan istilah pidana, menurut aliran ini, pidana harus 
tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki 
adanya individualisasi pidana. 
2. Tujuan Pemidanaan 
 Menurut Rammelink Hukum pidana bukan bertujuan pada diri 
sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat 
hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung 
pada paksaan23. 
Menurut Andi Hamzah Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan 
pidana ialah24: 
a. Reformation, Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi 
penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. 
Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tidak seorang 
pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Kritikan terhadap 
reformasi muncul karena dianggap tujuan ini tidak berhasil sebab 
banyaknya residivis kembali menjalani pidana penjara. 
b. Restraint, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. 
Dengan tersingkirnya pelanggar dari masyarakat berarti 
masyarakat itu akan mejadi lebih aman. 
c. Restribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah 
melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai system 
yang bersifat bar-bar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang 
beradab. 
d. Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik 
terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial 
menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, 
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3.  Jenis – Jenis Pemidanaan 
 
Jenis  –  jenis  (hukuman)  menurut  KUHP,  hukuman  pokok  telah 
 
ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 
Pidana terdiri atas : 
a. Pidana Pokok ; 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Kurungan 
4) Denda 
b. Pidana Tambahan ; 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman putusan hakim 
 
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan 
hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya 
pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan 
(Pasal 365 ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP. 
2) Pidana Penjara 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 
yaitu berupa hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena 
diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan 
karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 
karena kelalaian. 
 Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. 
Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi : 
 
1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu 
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu 
hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim 
boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan 
pidana penajar selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal 
batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan 
(concurcus), pengulangan (residive) atau karena yang telah 
ditentukan dalam Pasal 52. 
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak       boleh 




Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan 
diantara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan 
kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, 
misalnya tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan 
dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : 
a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun.  
b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun 
empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan 
karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan 
pada Pasal 52 dan 52a. 
 
 
3) Denda  
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga 
diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau 
kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan 
minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. 
Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi : 
 
a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.  
b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka 
diganti dengan hukuman kurungan.  
c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.  
d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa 
harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat 
harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih 
dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah 
rupiah juga.  
e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan 
bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada 
gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena 
ketentuan 52 dan 52a.  
f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.  
g. Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya,   baik    
keluarga atau kenalan dapat melunasinya. 
 
b. Pidana Tambahan 
 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi : 
 
a) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal 
yang ditentukan dalam kitab undang-undang umum lainnya ialah :  
1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu  
2. Masuk balai tentara  
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena 
undang-undang umum  
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu 
atau pengampu pengawas atas orang lain  
5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya 
sendiri  
6. Melakukan pekerjaan tertentu 
  
a. Hakim berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari 
jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk 




2) Perampasan Barang Tertentu 
 
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang 
yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik 
terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang 
milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini 
diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi : 
 
1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan 
atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan 
boleh dirampas.  
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak 
dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga 
dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang ditentukan oleh 
undang-undang. 
3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang 
bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanyalah atas barang yang telah disita. 
 
 
2. Pengumuman Putusan Hakim 
 
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada 
khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih 
berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam 
surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si 
terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat 







A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada 
kantor Pengadilan Negeri Makassar, penulis memilih lokasi 
penelitian tersebut karena sesuai dengan studi kasus judul dan 
rumusan masalah yang akan diteliti penulis dalam penulisan ini, 
selain itu penulis menganggap cukup tersedia data dan sumber data 
yang dibutuhkan didalam penelitian ini. 
B. Jadwal Penelitian 
Penulis menjadwalkan penelitian pada kantor Pengadilan 
Negeri Makassar dengan estimasi waktu selama bulan oktober dan 
november. 
C. Teknik Penelitian 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh materi penelitian 
sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan 
Pengumpulan data sekunder yang merupakan kerangka 
dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data 
empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara 
menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa 
buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, 
laporan media cetak dan perundang-undangan yang 
relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan 
Adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung 
objek dan sumber data (informasi) penelitian. Studi 
lapangan ini dapat ditempuh dengan menggunakan 
instrument :  
a. Wawancara 
Instrument ini digunakan didalam pengumpulan data 
dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung 
dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara 
bertatap muka dan berkomunikasi langsung tanpa 
perantara. 
b. Observasi 
Instrument penelitian ini digunakan didalam pengumpulan 
data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung 
ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara 
langsung tentang masalah yang diteliti. 
D. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data 
yaitu :  
1. Data Primer 
Data primer yaitu data empiris yang bersumber dari 
pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung 
dari responden dilapangan melalui wawancara dengan pihak terkat 
denga permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder pada umumnya merupakan data normatif yang 
dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalaha 
penelitian yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, 
referensi hukum, peraturan Perundang-undangan dan sumber 
lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
E. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis data deskriptif yang didasari oleh teori-
teori yang diperoleh di perkuliahan dan literature yang ada, yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian 
hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan 
dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang 






A. Gambaran Umum Tindak Pidana Membawa Senjata Tanjam 
Tanpa Izin 
Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 
melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata 
tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, 
atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai 
tubuh seseorang25. 
Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, 
dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian 
atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan 
dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai 
barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Walaupun 
pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang 
kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering 
menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk 
melakukan pekerjaan. Bahkan di daerah-daerah barang seperti 
itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik 
pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. 
                                                 
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata diakses Pada Senin, 05 desember 2016. Pukul 
18:46 wita. 
 Indonesia dikenal memiliki beragam jenis kebudayaan dan 
termasuk juga berbagai jenis dan ragam senjata tajam yang telah 
menjadi simbol daerah masing-masing dearah tersebut. Berikut 
adalah daftar nama  senjata tradisional di Indonesia26: 
                                                 
26 www.totosimandja.com diakses pada Selasa, 20 Desember 2016 Pukul 15.58 wita 
NO DAERAH NAMA SENJATA TRADISIONAL 








Karih, Ruduih dan Lading 
4 Riau Pedang Jenawi 





7 Lampung Keris, Penduk, Payan, Beladau dan Badik  
8 Bengkulu Keris, Kuduk dan Rudus 
9 DKI Jakarta Golok 
10 Jawa Barat Kujang 





13 Jawa Timur Clurit 



























Dalam praktek apabila barang tersebut telah dipakai untuk 
melakukan delik tersebut diatas maka diterapkan Undang-Undang 
Drt. No. 12 Tahun 1951 LN 10951 No. 78 Tentang senjata api dan 
bahan peledak.27 
Tindak pidana membawa senjata tajam merupakan Hal yang 
paling sering dijumpai di Wilayah Hukum Pengadilan negeri 
Makassar. Sejak tahun 2014 terdapat 458 kasus yang tecatat di 
Pengadilan Negeri Makassar. Berikut adalah tabel perkara Tindak 
pidana senjata tajam pertahun 2014 sampai 2016. 
No. TAHUN JUMLAH PERKARA 
1 2014 224 
2 2015 129 
3 2016 105 
                                                 
























Badik, Peda dan Sabel 
25 Maluku Parang Salawaku 
26 Papua Pisau Belati 
JUMLAH 458 
*sumber data kasus PN-MKS pertahun 2014-2016 
B. Penerapan Hukum Pidana Pada Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. dan Putusan No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. Atas Tindak Pidana Membawa Senjata 
Tajam Tanpa izin. 
Sebelum membahas penerepan Hukum Pidana pada putusan 
No,697/Pid/B/2015/PN.Mks. dan Putusan No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. terlebih dahulu penulis akan jelaskan 
ringkasan posisi kasus, berdasarkan analisa dari pengakuan 
terdakwa, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap 
penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai 
berikut : 
Putusan No.697/Pid.B/2015/PN. Mks. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekitar pukul 00.30 
wita bertempat di Perumnas Antang Blok III Kelurahan Manggala 
Kecamatan Mangala Kota Makassar, tanpa hak membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaany 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 
mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata 
penikam, atau senjata penusuk yang digunakan dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 
sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Perumnas Antang Blok 
III Kelurahan Manggala Kecamatan Mangala Kota Makassar, 
ditangkap oleh petugas patrol karena ditemukan menyimpan, 
menyembunyikan, menguasai tanpa izin senjata penusuk 
atau penikam berupa 2 buah anak panah/busur yang terbuat 
dari besi yang masing-masing berwarna Hitam dan berwarna 
Perak yang ujungnya runcing dan bergerigi yang diikat 
dengan tali rafiah berwarna hijau dan hitam serta satu buah 
ketapel/pelontar yang terbuat dari besi dan dipasangi karet 
pelontar anak panah/busur yang di sembunyikan dalam saku 
jaket yang dikenakan terdakwa. Yang awalnya terdakwa 
sementara duduk-duduk disekitaran rumahnya lalu saksi Indra 
mengajak terdakwa untuk menagih utang di Blok III Perumnas 
Antang lalu sebelum berangkat, terdakwa masuk kedalam 
rumah kosong untuk mengambil 2 buah anak panah/busur 
dan sebuah ketapel/pelontar lalu terdakwa menyimpannya 
disaku jaket dan setelah itu terdakwa berangkat. Setelah 
sampai terdakwa turun dari motor lalu kemudian petugas 
patrol datang dan menghampiri terdakwa dan melakukan 
pemeriksaan yang akhirnya ditemukan terdakwa membawa 
senjata tajam berupa 2 buah anak panah/busur dan sebuah 
ketapel. 
b. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk 
berjaga-jaga dikarenakan banyak anak muda yang terkena 
busur. 
c. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang 
untuk memiliki dan membawa anak panah/busur tersebut. 
d. Bahwa senjata jenis busur yang tersangka bawa tersebut 
dapat dipergunakan sebagai senjata tajam atau penikam. 
Maka berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12 
Tahun 1951. 
2. Dakwaan jaksa 
Dalam mengadili sebuah perkara pidana dakwaan 
merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan 
itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, dakwaan selain 
berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian 
hal ini diatur dalam Pasal 143 KUHAP. 
Perumusan dakwaan didasarkan kepada hasil 
pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara tunggal, 
komulatif, alternatif, ataupun subsidair. 
Berdasarkan uraian Posisi Kasus Diatas, maka Penuntut 
Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan 
Nomor Register Perkara PDM-234/MKS/Ep.1/4/2015 sebagai 
berikut : 
Bahwa terdakwa Resa Bin Muhammad Said pada hari 
minggu tanggal 15 maret 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2015 
bertempat di Perumnas Antang Blok III kelurahan Manggala 
Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa Hak 
membuat, menerima, mecoba memperlehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. 
Bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata 
penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana  
dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951. 
Adapun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 
yang berupa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak 
panah/busur beserta pelontar/ketapel dan juga 3(tiga) orang 
saksi yaitu Serka Anwar selaku petugas Patmor Garnisum yang 
menangkap langsung tersangka, kemudian Indra selaku 
kerabat terdakwa yang pada saat itu juga berada di tempat 
kejadian dan jamaluddin selaku masyarakat yang berada di 
lokasi kejadian yang pada pokoknya telah mendukung 
dakwaan penuntut umum. 
Dalam hal alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 
KUHAP ; 
1. Alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa;  
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
 
Kemudian pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
apabila sekurang-kurangnya  terdapat dua alat bukti yang sah dan 
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Berdasarkan peraturan tersebut, jaksa harus memiliki 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim untuk 
memutuskan terdakwa bersalah melakukannya. 
 
 
3. Tuntutan pidana  
a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai, 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata 
penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. 
No. 12 Tahun 1951 Jo. LN No. 78 Tahun 1951. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa 
ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. 2 (dua) buah busur/anak panah 
2. 1 (satu) buah ketapel, 
dirampas untuk dimusnahkan. 
3. 1 (satu) buah jaket hitam 
Dikembalikan kepada terdakwa. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap 
di persidangan sebagai berikut : 
a. Menyatakan Bahwa Terdakwa Resa Bin Muhammad Said telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” . 
b. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Resa Bin Muhammad Said 
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan. 
d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan 
e. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah anak panah/busur, 
sebuah ketapel (Dirampas untuk dimusnahkan), dan sebuah jaket 
sweeter berwarna hitam dikembalikan kepada terdakwa 
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum 
pidana pada putusan No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. sudah tepat. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951. 
Dikarenakan terdakwa didakwa menggunakan dakwaan 
tunggal, maka majelis hakim tidak perlu memilih dakwaan mana yang 
akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang dan terbukti 
berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di 
persidangan, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana barang siapa membawa, menyimpan dan memiliki senjata 
tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
Bahwa unsur barang siapa itu menunjuk seseorang sebagai 
subjek hukumyang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa 
yang dalam pemeriksaan persidangan terdakwa sehat jasmani dan 
rohani, tidak berada dibawah pengampuan, mampu merespon 
jalannya persidangan, sehingga terdakwa dinilai mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur 
Barang Siapa telah terpenuhi. 
 
 
2. Yang Tanpa Hak ; 
Yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dan dapat diartikan pula tidak mempunyai sehingga 
perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 
Bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan berdasarkan dengan keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa beserta barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan, maka menurut majelis hakim telah 
terpenuhi unsur ini oleh karena terdakwa  tidak memiliki izin 
membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau tidak dapat 
memperlihatkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang 
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.  
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
menguasai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, 
menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata 
penikam atau senjata penusuk ; 
Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, benar 
terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata 
penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini adalah dua buah 
anak panah/busur yang nyata-nyata bukan merupakan alat 
pertanian, alat untuk kebutuhan rumah tangga, maupun benda 
pusaka, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, 
sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa 
telah memenuhi unsur ini. 
Bahwa berdasarakan uraian pertimbangan hukum diatas, 
majelis hakim berkeyakinan  bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat 
dakwaan. 
 
Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus : 
Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Pukul 03:00 
wita bertempat di Jl. Meranti Kec. Panakkukang Kota Makassar, 
tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaany padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata 
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang digunakan 
dengan cara sebagai berikut : 
a. Terdakwa berboncengan motor dengan rekannya Haerul Bin 
Mustakim pada saat itu melintas di Jl. Meranti kota Makassar 
terdakwa dan rekannya diberhentikan oleh beberapa anggota 
Kepolisian yang mencurigai terdakwa dan rekannya tersebut, 
selanjutanya terdakwa diperiksa oleh beberapa anggota 
Kepolisian  tersebut kemudian ditemukan sebilah parang yang 
terdakwa simpan dipunggung dibalik bajunya, kemudian saat 
itu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) bauh anak 
panah/Busur yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang 
lebih 10cm serta 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak panah 
yang berbentuk huruf Y dan berbahan besi yang dimana anak 
panah/busur dan pelontarnya tersebut sempat dibuang oleh 
terdakwa di dekatnya sebelum diperiksa oleh anggota 
kepolisian.  
b. Bahwa awalnya terdakwa menyimpan senjata tersebut di saku 
celananya namun pada saat diperiksa oleh anggota 
Kepolisian terdakwa sempat membuang senjata tersebut 
namun ditemukan oleh anggota kepolisian. 
c. Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa senjata tajam 
tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena terdakwa ingin 
membantu temannya yang sedang terlibat masalah. 
d. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang 
berwenanguntuk menguasai atau membawa barang tersebut. 
2. Dakwaan Jaksa 
Berdasarkan uraian Posisi Kasus Diatas, Maka Penuntut 
Umum mendakwa Terdakwa dengan Nomor Register Perkara 
PDM-26/Mks/Euh.2/12/2015  sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa Rahmat Bin Abd. Rasyid alias Dondong pada 
hari jum’at tanggal 23 oktober tahun 2015 sekitar jam 03.00 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 
2015, bertempat di Jl. Meranti Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa Hak menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam 
atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pidana  dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951. 
Dalam dakwaan penuntut umum, alat bukti yang diajukan 
dalam persidangan ini ialah berupa 3 (tiga) barang bukti yang 
dalam hal ini sebuah ketapel/pelontar anak panah /busur yang 
terbuat dari besi dan berbentuk huruf Y, sebuah anak panah/busur 
yang terbuat dari paku yang memiliki panjang 10 cm yang 
ujungnya dipipihkan, sebilah parang dan mengajukan 2(dua) 
orang saksi diantaranya Rahmat Kamsidik yang merupakan 
anggota kepolisian yang melakukan tangkap tangan terhadap 
terdakwa dan Sudarmin yang juga merupakan anggota kepolisian 
yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa. 
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Berdasarkan Pasal 
183 dan Pasal 184 KUHAP, jaksa harus memiliki sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim untuk 
memutuskan terdakwa bersalah melakukannya. 
 
3. Tuntutan Pidana 
a. Menyatakan Rahmat Bin Abd. Rasyid Alias dondong telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “membawa, menguasai atau memiliki senjata 
penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan 
diancam dalam Pasal 2 Ayat 1 UU. Drt. No.12 Tahun 1951 LN 
No. 78 . 
b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi 
masa tahanan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 
1. Sebuah ketapel/pelontar anak panah yang terbuat dari 
besi berbentuk huruf Y dan dililitkan isolasi hitam pada 
kedua ujungnya diikatkan karet pelontar warna kuning; 
2. Sebuah anak panah/busur yang terbuat dari paku 
berukuran 10cm yang ujungnya dipipihkan dan 
pangkalnya diberi tali pelastik berwarna hijau; 
3. Sebilah parang 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). 
4. Amar Putusan : 
Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan sebagai berikut : 
a. Menyatakan Bahwa Terdakwa Rahmat Bin Abd. Rasyid Alias 
Dondong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam 
atau senjata penusuk” . 
b. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Rahmat Bin Abd. 
Rasyid tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan 
e. Menetapkan barang bukti berupa sebuah anak panah/busur, 
sebuah ketapel dan sebilah parang(Dirampas untuk 
dimusnahkan). 
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan 
hukum pidana pada putusan No.246/Pid.B/2016/PN.Mks. sudah 
tepat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 LN No. 
78 Tahun 1951. 
Dikarenakan terdakwa didakwa menggunakan dakwaan 
tunggal, maka majelis hakim tidak perlu memilih dakwaan mana 
yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang dan 
terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di 
persidangan, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana barang siapa membawa, menyimpan dan memiliki senjata 
tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 
1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
Bahwa unsur barang siapa itu menunjuk seseorang 
sebagai subjek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Penuntut umum telah menghadapkan seorang 
terdakwa yang dalam pemeriksaan persidangan terdakwa 
menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, tidak 
berada dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya 
persidangan, sehingga terdakwa dinilai mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian 
unsur Barang Siapa telah terpenuhi. 
2. Yang Tanpa Hak ; 
Berdasarkan fakta persidangan unsur ini dibuktikan 
berdasarkan saksi dan barang bukti  
Berdasarkan keterangan saksi terdakwa menyimpan 
sebilah parang di punggungnya kemudian saksi juga 
menemukan sebuah anak panah/busur dan juga sebuah 
ketapel yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa sebelum 
diperiksa oleh anggota kepolisian 
Bahwa terdakwa  membawa senjata tajam atau senjata 
penusuk tanpa adanya surat izin dari pihak yang berwenang 
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
menguasai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, 
menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu 
senjata penikam atau senjata penusuk ; 
Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, 
benar terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan 
suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini 
adalah sebuah anak panah/busur yang nyata-nyata bukan 
merupakan alat pertanian, alat untuk kebutuhan rumah tangga, 
maupun benda pusaka, serta tidak ada hubungannya dengan 
pekerjaan terdakwa dan sebilah parang yang meskipun parang 
merupakan alat yang digunakan untuk kebutuhan rumah 
tangga maupun pertanian, alat ini tetap dikategorikan sebagai 
senjata tajam karena digunakan tidak sesuai peruntukannya 
atau alat ini telah berubah fungsi sehingga majelis hakim 
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur ini. 
Bahwa berdasarakan uraian pertimbangan hukum 
diatas, majelis hakim berkeyakinan  bahwa perbuatan terdakwa 
telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat 
dakwaan 
 
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks dan Putusan No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. 
Putusan hakim biasa disebut dengan putusan 
pengadilan yang menurut Pasal 1 Ayat (11) KUHAP “Putusan 
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka 
sebelum menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melihat 
berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. 
Putusan hakim merupakan aspek penting dalam 
menyelesaikan suatu perkara pidana, bahkan putusan hakim 
dapat dikatakan inti dari suatu perkara pidana, oleh karena itu 
dalam menjatuhkan pidana seorang hakim haruslah sangat 
berhati-hati dalam memutuskan. Pada Pasal 183 KUHAP 
disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Dalam suatu perkara pidana, putusan hakim memiliki 3 
(tiga) bentuk, yaitu Putusan bebas, Putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum, dan putusan Pemidanaan. 
Putusan bebas (vrijspraak) diambil apabila salah satu 
unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti, hal ini 
diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas”. 
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van 
alle rechtsvervolging) diambil apabila perbuatan terdakwa 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun 
perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal 
ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang mengatakan 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum”. 
Putusan pemidanaan diambil apabila terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini 
diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) yang berbunyi “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana”. 
Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik dari segi alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar. Oleh karena itu majelis hakim 
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
harus dipertanggungjawabkan. Maka terdakwa dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 
Dalam pengambilan keputusan terdapat tiga aspek 
yang harus diperhatikan antara lain aspek yuridis yaitu 
melihat peraturan yang berlaku, aspek sosiologis yaitu 
melihat pandangan masyarakat, dan aspek psikologi yaitu 
rasa keadilan. 
Dalam menjatuhkan putusan hakim harus 
memperhatikan aturan hukum dan mempertimbangkan 
tuntutan penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan seperti keterangan saksi, barang bukti, 
keadaan terdakwa, efek dari perbuatan terdakwa ditambah 
dengan putusan yang diambil berdasarkan keyakinan. Namun 
pada dasarnya penghukuman bertujuan untuk menimbulkan 
efek jera dimana mempertimbangkan fakta pada persidangan 
dan masalahnya. 
Sepanjang persidangan. Majelis hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan tedakwa 
daripertanggungjawaban pidana, Baik itu alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar. Oleh karenanya majelis hakim 
berpendapat bahwa perbuatannya harus dan karena 
terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa 
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. 
Menurut hakim penjatuhan Pidana berdasarkan pada 
fakta-fakta yang ditemukan di Persidangan dilihat dari 
penangkapan para terdakwa apakah dengan cara tangkap 
tangan, tauran, maupun dengan razia. Hal ini dapat dilihat dari 
keterangan saksi yang ada dilapangan dalam hal ini ialah 
Petugas yang melakukan razia atau penangkapan. 
Pada putusan yang pertama No. 
697/Pid.B/2015/PN.Mks. putusan hakim sudah sesuai 
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat(1) 
UU Drt. No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951. Namun 
terdapat perbedaan pada Penjatuhan Pidana yang dimana 
pada tuntutan Jaksa, terdakwa dituntut 10 bulan namun pada 
putusan hakim, terdakwa dihukum 7 bulan. Ini dikarenakan 
ada hal yang menurut hakim meringankan perbuatan 
terdakwa. 
Sebelum menjatuhkan pidana, maka harus 
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat 
memberatkan maupun hal-hal meringankan pada diri 
terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa berterus terang dipersidangan 
2. Terdakwa sopan dalam persidangan 
3. Terdakwa masih muda dan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya 
Berbeda pada putusan yang kedua No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dimana penjatuhan pidana 
oleh hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
yaitu 1 tahun dan 6 bulan. Hal ini dikarenakan adanya 
perbedaan Barang Bukti yang ditemukan. Pada putusan 
pertama terdakwa Reza Bin Muhammad Said ditemukan 
membawa 2 buah anak panah/busur beserta ketapelnya, 
sedangkan pada Putusan Kedua terdakwa Rahmat Bin Abd. 
Rasyid ditemukan membawa sebuah anak panah beserta 
pelontarnya dan sebilah Parang. Hal ini yang menurut hakim 
membedakan Putusan Pidana pada kedua perkara pidana 
yang ditanganinya. 
Karena para terdakwa telah ditahan secara sah maka 
sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya  tahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan 











1. Penerapan  Hukum Pidana Pada Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks. dan Putusan No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. pada kedua putusan telah sesuai 
dengan penerapan hukum pidana dan memenuhi unsur pidana 
“Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk” 
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana  dalam Pasal 2 
Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 
No.697/Pid.B/2015/PN.Mks dan Putusan No. 
246/Pid.B/2016/PN.Mks. telah tepat dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis, non yuridis, hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa dan memperhatikan 




B. Saran  
Adapun saran yang diberikan penulis sehubungan dengan 
penulisan skripisi ini antara lain;  
1. Putusan yang rendah sebenarnya kurang sesuai karena 
kurang tepat dengan fungsi pemidanaan yaitu 
memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan 
tindak pidana dan sewaktu-waktu dapat mengulangi 
perbuatannya. Oleh karena itu sebagai penegak hukum 
haruslah berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara 
pidana agar putusan tersebut mengandung nilai-nilai 
kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 
2. Undang-undang sebaiknya ditinjau ulang, karena Undang-
undang yang dipakai masih sering menjadi bahan 
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